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ASPEK-ASPEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
{UU Neo. 1 Th. 1925 Lembaran Megara RI Th. 1995 Nao. 13)°

Evita Darwali, 5.4 5.1

k. FEMDAHULUAN

A Bameirnsrtizirn
Fenoorimn

Perseroan terbatas, meruoakan sualu persekutuan yang berbadan bukum Yang
uizerlau Ju e e gans Pl U 1 D0 e Giar | s ser U e iodel Gan e Dabes
tersebut terdin dari “Sera/Saham', Sadangkan istilah terbatas, tertuju pada ranggung
|awab persercypemegang sabam, yang luasnya lerbatas pada nilai nominal dan saham
wang damalike.

Kata Ferseraan Terbatas, merupakan ferjemahan dari bahass Selanda
TMazmizoze Vennnostschap disingkat NV, yang arinya tanpa nama, varu tidak marmakai
nama orang sebagai nama persekutuan, melankan nama usaha yang menjadi tjuan
dari persekutuan, (Pasal 26 ayat 1 KUHD).

=elanjuinya di dalam Uncang-undang Perseroan lerbatss [selamuinya dizenut
UUPT, UU Mo, 1 Th, 1985). pasal 1 ayat (1) menyehutkan

Perseraan Terbalas vang selamjuinya disebu! “perseraan adalah badarn ek,
vang didinikan Lerdasaran peganian, melakuian kegiatan usata dean R mnda!
dasan VENg Ee Sinys fecbany dalam saharm odan e perayaralan yang
diretznkan daiam UL sans peraturan pelaksanaannya.

Diar: uraion pagal tersebut, dapal dixalzkan bahwa perseroan harya dapatherdic
serdasarkan parjanjian diantarzs para anggota. dengan meryetorkan sejuimlah modal
¥ang marupakan madal dazar perseraan. Madal dalam pengertian yang sanoat luas,
merupakan fakter utama bagi kelangsunoan dan keborhasilan keqgiatan berusaha pada
umuminga, yang menjad tanggung jawab darn setiap pemegana saham.,
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Ketentuan tantang tanggung jawab pe megang saham dijglaskan dalam pasal 3
UUPT, yangmenyebutkan babwa tanggung jawab pemagang saham terbatas, Pemegang
saham tidak pertanggung jawab sscara pribadi atas perikatan yang dibual pereeroan
dan idak pula bertanggung jawak: atas kerugian yang didarita perseroan melehifn nilai
saham yang telah dimilikinga. Mamun pembatasan tanggung jawab ity menjadi tidak
Eeriaky, apabila persyaratan perseroan terbatas sziagal badan hukum belum tempenui
pemagang saham dengan itixat buruk {tekwader truow). memaniaatkan perseroan uriuk
kepantingan pribadi. pemegang sabarm terlibat dalam pertuatan melawan hukyum Yang
dilakukan oleh perseraan.

8.  Pendirian Fersercan Terbaias dan Fengesanan Siatus Sepagal Badan
Hukum

Sacara kansensull, Perseroan Terbatas capat didinkan, bila telah ada kesspakaian
kefiendak dan dua orang atau lebib, prbad yvang mandsri. Undang-undang menghandak;
nahwa kesempatan kehendak tersebut, harus dituane dalam beatuk testulis, dalam
szhasa Indonesia. dihadapan pejabat yang berwenzng, dalam hal ini adalah notaris
sFazal 7 aval [ 1) UUPT). Axta pendirian vang berbentuk akta notans tersebut, memuat
anggaran dasar fan keterangan lain yang diperlekan, antara lan identtas para pandiri,
arggota dirngksi dan komisaris vang parfama kali diangkat, pameaqang saham dan nilai
nominal atau nilai yang diperjanjikan darn saham yang telab ditempatkan dan disstor
pada saat pendirian (Pasal B ayat 1 UUPT),

Untuk mendapatkan panoesahan dan memperalet: status sobagai badan hukum,
para pandiri secara bersama-sama alau Kuasanya, mongajukan permaohionan secara
teriulis kepada Menteri Kehakirman, dengan melampirkan akia pendinan persesaan secara
lergkap. Permahonan dizjukan kepada Menten Kebazman melalui Crirekicrat Jendaral
Ferdata untuk kemudian diproses

Pengesahan harus dilakukan dalam jangka G0 hat satelah parmohonan diterima.
Bila permchonan ditalak. maka penalakan tersebut harys dibardtahukan kepada pemabion
secara lertulis dergan menyebutkan alasan peralakan. Selama belum berstatus sebagar
badan nukum, segala perbuatan nukum yarg difakukan para pendir, menjadi fanggung
[Ewan pribads, kecual apabila perbuatan tersebut diterima perzarcan setelah manjaa
Dadan nuekurm,

€. Pendaftaran Perseroan Dalam Daftar Perusahaan Dar Pengumuman

Setiap perusahaan yang telah berdi secara sah waib urtuk didaftarkan dalam
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Katentuan tentang tanggung jawab pemagarg saham dijelaskan dalam pazal 2
ULUFT, vang memyvebutkan babwa langgung jawab pemegang saham terbatas . Pemegar
sanam tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan vang dibuat parseroar
dan ficak pula bertanggung jawab alas kerugian yang didesita perseroan malehity nilz
saharm yang telab dimilikinga. Namun pambatasan tanggung jawab ity menadi tida
berlaky, apabila persyaratan perseroan terhatas sebagal badan husum belurn tepenut
Remagang sanam dengan itkat buruk (bekwadsr iruow). memanfaatkan PHETSEIAN LUniL
kepantngan prikadi, pemegang sakarm terlioat datam Ferouatan melawan hukum, yan
dilaxukan oleh perseraan.

H.  Pendirian Perseroan Terbatas dan Fengesanan Siaius Sebagai Sade
Hukum

Secara konsensuil, Persergan Terbalas dapal diirikan, bila lelah ada kesenakat
kehendak dari dua orang atau letih, pribadi vana mandi, Undang-undang menghanc:
bahwa kezempatan kehendak tersebut, harus dituang dalam bentuk tertulis, dal;
bahasa Indonesia, dihadapan pejzbat vang berwenang, dalam hal ini adatah nota
(Fasal Fayat (1) LUPT). akta pendisian Yang berbeniuk akta notans tersebul, memi
anggaran dasar dan keterangan lain yang diperukan, antara lain identitas para penc
anggota direksi dan komisarns yang pertama kalidia ngkat, pamegang saham dan
reminal atau nilai yang diperjanjikan dari sanam vang telah ditempatkan dan dise
pada szat penditian (Pasal 8 ayat 1 LUPT).

Urluk mencapatkan panoesahan dan memparaleh £latus sebagai badan huk
para pendiri secara barsama-sama atay kuasanya, mengajukan permaohionan sec
terulis kepada Menteri Kehakirman, dengan malampirkan akia perdinan persaraan se;
lengkap. Permahonan dizjukan kepada Menter Kehakinan melalui Direktoral Jend
Pardata untuk kemudian diproses

Pengesahan harus dilakukan dalam jangka 60 bari setelzh permahenan diter
Bila permobanan ddolzk, maka penalakan lersebut harus diberitaiukan kepaca peme
seCara terlulis dengan menyebutkan zlasan penelakan, Selama belum berstaius sek
bacan huxurm, segala perbuatan bukum yang dilakukan para pendiri mienjaci tange
j[awab prirad, kecual apaila perbuatan lersebul dilenma DErseroEr setelah rhe
bBadan hukum.

. Pendaftaran Perseroan Dalam Dattar Perusahaan Dan Pengumuman

Zefiap perusahaan Yang Weiah berdin secarz sah, wajib urluk didaftarkan
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dalar penssahaan. Peadaftaran waiibdilakukan cleh pamilikpengurus perusahaan yang
rersangkutan, atay dapat diwakilkan kepada orang lain dengan kuaza yang sah, Bilz
perusahaan dimilik: oleh baberapa crang, para pamilik berkewajipan untuk malakukan

Jika szlahk gegrang telah memenuhi kewajibannya, maka yang lain dibebaskan dari
vewa)iban tersebut.

Apahila pemilik atau penqurus dan suaty perusahaan, yang berkadudukan datam
wilayah nagara R, tidak barternpat tinggal di wilayah negara Al, pangurus atau kuasa
yang ditugaskan memedang pimpinan perusahaan, berkewsa) pan uniuk mendaftarkannya
iPazal 5 LU Me. 31ahun 1982, Undang-Urdang Wajib daftar perusahaan) selanjutrya
disebut LUWDE,

Bagi persercan terbalas yang sudah mendapatkan pengaganan dan berstalus
sebagai tadan hukum, berkewajiban untuk melakukan pencaftaran dzlam daftar
perusahazn. Pasal 21 ayat (1) UUPT, mengatus tentang kewajiban diraksi perseroan
uniuk maelakukan pandaftaran perusahaan. dengan melampitkan zkia pendirian
sgrusahaan dan pengesaban dan menten Kehakiman, Demikian juga dengan akta
perusahaan dari Anggaran Dasar. yang telah mencapat persatujuan Menteri.

Pandaftaran wajib dilakukan dalam jangka wakiu 30 han setelah pangesahan
alau setelan tanggal penerimaan laporan yang dapat dilakukan di Departemen
Ferdagangan (Hasal 21 ayat () ULIFT). Sedangkan LLWLUE, UU No. 3 tshun 1882
menetapkan jangka wakty tiga bulan, setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya'
rulal ditenma iZ2in usaha,

Meskipun kedua undang-undang tarsebul saling berpada dalam menentukan
batas wakiu, namun tidak menimbutkan konlik dmu bukum tidsk melinat hukum sebaga
sualu chaos akan letapi melinatnya sebagal sustu sislim. Sstim hukum APy
sitat yang konsisten.® Kalau terjaci kontlix misalnya antar undang-undang, maka akan
harlaky Secara konsisten aras-gras lex spocialis deroget lay generalis artinya peraturan
yang khusus akan mengenyampingkan peraturan umurm, dan azas lex pesierean deroget
lagi priari. artinya peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan lama, *

Jadi dalam pandaftaran perseroan ini, berlaky ketertuan yang khusus yaity LUPT.
Danaan demikian, perseraan harus didaftarkan dalarm jangka waktu 30 hari satelah

2C5T Mansd : Hukum Panisaann inconeso Pracrys Paralajakarts, 1845, Fal 73
2y b MRS - manginal Suum Suaty Pengasar L bar Yogyakats, tB50 Ral 108

= 0id
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pangesaban,

Ei samping iy , apabita terjadi perubakan ternadap anggaran dasar, maka akta
pendirian dan perubahan anggaran dasar, wapb untuk didaftarkan calarm daftar
Pefusanzan. dalam @angks waklu 30 han satelah pengesahan'parsatujuan atau lagoran
disampaikan kesada mendan xenakiman. Persorsan vang telah zelesa didatarkan,
diumumzan datam Tambahan Berila Magara RBI. Sefama pendalaran dan pengumman
Belum ditakukan, Segala perbuatan hukurm Perseroan menjadi tanggung jawab direksi
SelEra :anggur'.g ren.t-eng_

. URGAN PERSERCAN TERBATAS
&.  Fungsidan Wewenang Organ

Berdasarkan pasal 1 avat 2 UUPT, argan persarozn tardin dari s bentuk vaifu
Fapal Umum Pemagang Sahair:, Direksi dan Kamisarnis,

Sebagai argan, kefiga unsur tersebut bersifat organis, antinya ketiganya harmus ada
dalarm seiap perseraan, baik lingsungan jabatannya, mavpun peiabatinya. Muburnan
antard organ-ongan torsabul, dapat dibedakan dalam dua hubunaan utama yvaitg Fubargan
arganis dan hubungan fungsenal, @

¥. Hubiungan organis

Maksudnya zdatzh hubungan yang berkaitan dengan keberadaan
(eksistensit organ tersebut, dalam hal ini perkaitan dengan Rapat Uraem
Pemegang Saham (selanjulnya disebut AUPS) direkel dan komisaris

RUPE merupakan Gl PETSEMORT Yang mamaaang kekuasaan tartivgol
dan pemagang wawenang yang tidak dizerabkan pada direks! dan komisaris
Uengen cemikian penyeraban jabatan kepada direksi dan kamisars merupakan
kawenangzn jabatan vang berdasarkan ketentuan RUPS dan Undang-Urdang. ©

2. Kewenangan AUPS berdasarkan undang-undang

Undarg-urdang mengatur fentang wewanang yang dapat diberikan RUPS kepada
diraksi dan kormisans yang sifatnya umum alau pilinan, antara lain

£ Bagr manan, e arsiFurgsann FTdad Pedmluran yang Dbankan napadn Pemegarg Saham din Knd s i
=T, S5GE Rall
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1) Menentukan pembelian kembpali saham dan penfaiihan saham yang dibeli
karmbali, dilakukan dangan persetujuan RUPS (Pasal 31 UUPT).

2 Menentukan keputusan penambahan modal, ditetapkan oleh dan dengan
persetujuan AUPS (Pasal 32 UUPT).

3 Menentukan pembagian fugas dan wewenang, antara anggota direksl, besar
menghasilan, kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada kemisaris (Pasal 81
ULIPT).

Selanjutrya diinjau pula hubungan arganis antara RUPS dengan Direksi dan komisaris.

Direksi adalah argan perserozn yang batangoung jawab penub atas pengurusan
oerseroan., untuk kepentingan dan tujuan perserozn, serta mawakili persercan baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, (Fasal 1
ayat (4) ULIPT).

Lireksi mawakil persercan. jadi direks: adalan pengurus perseroan, yang dapat
bertindak untuk dan atas nama perseraan. Sedangkan komisaris, juga merupakan
parsarcan dengan tugas melakukan pangawasan secara umum atau khusus, sena
remberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan parseroan.

Jadi fugas utama komisaris adalan |

1) Malakukan pengawasan atas jalannya perserozn.

2 memberikan nasehal kepada direksi dalam menjalankan persarcan.
Dralzm hubungan organis RUPS dengan komisaris dzn direkst antara lain =7

1. Laparan tahunan yang ditandatangani bersama direksi dan komisaris (Pasal
&7 ULIPT). Laparan perianggung jawaban komisaris atas jalannya perseraan,
seperli ditentukaan Pasal 60 avat 3. bila laporan tabunan tidzak benar atau
menyesatkan, maks direksi dan kemisaris bertanggung jawab renlang.

2y, Dalam hal direksi tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, pemegang saham
dapat maengajukan permintazn AUPS kepada komisans (Pasal 86 LILUFT)

3).  Hubungan Fungsional
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Acalah hubungan yang barkaitan dengan lungsi ma sing-masing organ, sebagai
pengambil kebijakzanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Hubungan lungsional wersebut antara lain :

LH Cirekst bertanggung jawab alas pengurusan perseroan, unluk kepentingan dan
ujuan parsersan

2] Berdasarkan anggaran dasar ataw HUPS. samizaris dalam keadaan tertentu
uniuk janoka waklu dapat melakukan pengurusan parscroan.

3 Komisans berdasarkan anggaran dasar dapat dicen wawenang untuk
memberikan persetujuan alay bantuan kepada direksi dalam melakukan
perouatan terlentu.

4y Direksi menyiapkan laporan tahunan dan peranggung jawahb tahunan urluk
RUPRS. #

Lari kedua lungsi tersebul, jelas banwa yang paling berwe rang dalam
rmenentukan keb jaksaraan dan pelaksarazn kebijaksanaan tidak berada pada tangan
salu orang, akan tetap: borada sepenuhnya pada AUPS. Direksi dan komisaris maskipun
CEIET WeWENArg dalam menja!.érﬂmn perseroan, aknimyi juga beranggung jawab kepads
RUFS.

B.  Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris

Tanggung jawab permagang saham, direksi dan komesaris dapat dibag: alas dua
bagian,

1, sebefum didattarkan dan dwmumkan dalam Tambahan Barita Megara HI.
Pemegang Saham berangoung jawab secara pribadi, tidak hanya larbalas
sebesar saham yang disetor bila perseroan belum mendapat status sebagai
oacan hukum, (Pasal 3 ayat 2 sub a UUPT). Sedangkan apabilz status sebagai
bacan hukurn telah diperoleh, pemegang saham berta nggung j@wab terbatas
sabesar saham yang dimilikidisetornya {Pasal 3 aval T ULET),

Setelah persercan berstatus sebagai bedan hukurm, akan tetapi belum
didafiar dalarm peruszhaan, dan balem diumumkan dalarm Tambahan Berita Meqgara

|56
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1

2)

A, maka diraksi bertanagung jawab renteng atas sagala perbuatan hukum yang
ditakukan perserozn, sedangkan tanggung jawab komisaris blak diatur dalars
urdang-urdang, selama pendallaran dan pengumuman beium dilzksanakan ”

Seteiah didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Barila Megara
Tanggung jawab pemegang saham secara pribad dakars bal -

a. Femegang saham yang bersanghitan, baik langsung atau ticak langsung,
dengan itikad buruk memandaatkan persaroan urtuk kepentingan pribadi

b, Femsgang saham ierlibal dalam paroualzn melawan hukum

g Pemeqang saham baix [Rngsung maupun tidak langsung melawvan hukam,
mampergunakan kekayaan perseroan, mengakibatkan kekayvaan
persernan lidak cukup unuk metunasi hutang dibal Pasal 3 avat 2 UUPT)

Tanggung jewab Direksi

Setiap anggoia direksi beranggung jawab alas -

A

memus kerugian yang diderila pemegandg saham yvang beritikad baik, akibat
pambelian kembal saham aleh Porsercan. Pembelian kembali saham yang
ielah dizeluarkan dengan katentuan

(a]  Dibayar dari lba bersih, sepanjang tidak menyebabkan xekayaan bersin
perseroan meanjadi lebih kecil dar jumlzh modal yang ditempatkan
ditambah dergan cadangan vang diwajibkan

iy Jumdlah milal neminal seluruh. saham yang dimiliki perserocan bersama
dengan yang dimiliki anak perusahzan dan gadai saham vang dipegang
lidak melebihi sepuluh persen dar jumlzh yang ditempatkan.

Perduatan hukum vang dilakukan perserazn vang belum didafiar dan dumurmkan
yFazal 23]

Kesalaban alau kelalian datam menjalankan tugasnva dengan iklikad burok,
Tanggung jawan direksi dalam hal ini penuh secara pribadi (Pasal 85)

Erman Raja Goax Qub, Taswdgang Jawah Farenjarng Sanam Dingkal dan Bormieares, menuros UUPT Moo 1 ks 1295
meaba SLEPIIGAS angidon K11 1555 kalymsn 2
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3)

Kapailitan yang teradi karsna kesalahan atau kelalaian direksi, sehingga
kekayean perseroan tidak mencakup: untuk menutup kerugian tersebut {Pasal
90 Tanggung jawab direksi dalam hal ini adalah tanggung jawab ranteng,

Tanggungjawab Komisoris

Fomisaris beriugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan

perseroan, serta memberikan nasehzt kepada direksi (Fasal §7)

&

Komisaris bertanggung jawab menjalankan tugas dengan tikad baik. uniuk
kepentingan dan usaha persercan

Komisaris beranggung jawab ilerhadap kesalahan atau kelalaiannya
rmenimbulkan kerugian pada persercan (Fasal 88)

Komisaris wajlb melaporkan kepada persercan, kepemilikan sahamnya dan
atau kelvarganya dalam parseroan lersebul dan perseroan lain {Pasal 99)

MODAL DANSAHAM
Maodal Perseroan

Perseraan Terbatas sebagai badan hukum yang mandin, mempunyal hak dan

kewajiban sera harta kekayaan tersendin yang lamisah dari harta kekayaan para pendin,
pemegang saham atau pengurus. Pada mulanya barla kekayaan parseroan, berasa
darn penyeloran modal dan pendiri dan pemegang saham. Undang-Undang menagatu
tiga bertuk penveteran modal perseroan terbatag, antara lain ;

1

=

E

Modal Casar : Merupakan nilal seham maksimum vang dikeluarks
oleh suatu perseroan
bModal Ditempatkan Momitmen atau kewajiban penyetoran modal yan

dizanggupi untuk diambil aleh para pendin maupL
PEMERang saham persaroan

Modal Disetor - Memperlihatkan besarnya penyetorsn mod
sesunggubnya vang telah ditakukan cleh para pen:
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dan parmegang sabam. Modal diselor ini dapat dilihat
daiam neraca perasroan. '

Urdang PT. mengalur, modal dasar perseroan terdin alas seluruh nilai nominal saham
dalam persaroan (Pasal 24 ayat 1). Pada waklu perseroan diddikan sokerang-kurananya
25 % dari modal dasar tersebul telah diternpatkan atau dikeluarkan (Pasal 26 ayat 1)
Dar penempalan saham tersebut sekurang-kurang 50 % dari nilal nommal sabam vang
tolah ditempatkan wajib diselor (Fasal 26 ayat 2). Sisa penyetaran terhadap selureh
gaham yang telah ditempatkan tersebut, wajib dilakukan pada sazt perseroan
memperaloh pengesahan Meanien Kehakiman (pasal 26 ayat 3. Dari ketentuan terssbt
berrtibahwa sefizp Penundaan penycteran saham olzh pamegang saham, akan mengadl
hutang pemegang saham leshadap perseroan, Selanjutnya ketenfuan tersetal diperegas
cleh Pasal 26 ayat 4, di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa sejak tanggal
pengesanan oleh Menten Kehakiman tolak dimungiinkan penyetoran alzs saham dengan
CAra mengangsur, mangangsur saham hanya dapat dilakukan sebelum pangesahan.
Dengan demikian jelaslah bahwa modal disetor dari PT yang telah memperaleh
pengasahan darn Menten Kehakiman haruslah sama dengan madal yang didempalkan
dalam persemantersebul.

Penyeloran modal dapat dilakukan datam bentuk :
1. Lang, atau

Z Bentuk lain yang dapal disamakan/dapat dinilai dengan uang, kecuali bagi
perseraan {erbuka harws tunai)

Fasal 27 UUFT memberikan kemudahan bagi para pendini, maupun pemegang saham
vang inginn menyetorkan madalnya dengan memben kemudahan penyeloran fidak harya
dalam bentuk uang tapi juga dalam bentuk lain baik berupa benda bersujut maupun
tidak berwujul sepanjang kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang

Fenyetoran saham dalam bentuk [ain sefain uang, vang dilakukan pada wakiu
pendirian, harus dicanturmkan dalam kata pandiizn. Apabila penyetomn ddakukan setelzh
berstalus badan hukum, dapat dilzkukan dergan perseluan HLIFS, Penyaloran saham
seperti ini harus dinilzi hargariya aleh ahli yang tdak erikat dengan PT tersebut, Khusos
bagi penyetaran benda tidak bergerak, harus d iumumkan dalam surat kabar harian., ™'

M G Feryetaran Modal calam Perzeroan Teralns Bisaiis Nivas Mo BI7E, 21 Frbnoad ST Wl 7
91, Hardizs Pust, Pemeraan Talkatas dan Sspak Hokumnya, Pustaks Snar Hampaan, Jakata, 1926 hal 71

(58]
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Berdasarkan saat lahirnya kewajiban penyetoran, secara garis besar kewajiban
penyetoran saham oleh para pendir, maupun pemegang saham perseroan, dapat
dikategaorikan kedalam tiga momen, yaitu kewajiban penyeloran pada saat

1. Akla pandirian persersan ditanda fangani
2 Fads sa&l persercan memperoleh pengesahan dari Menten Kebakiman

a Pada saal parseroan melakukan peningkatan modal, baik modal dasar, modal
diternpatkan atau dikeluarkan maupun modal disetar, ™

B, Saham Parseroan

Saham adalah peryerlaan modal datam pemilikan sustu Persercan Terbatas
(SK Mentari Keuangan No, 1546/KMK. 013 th 1990). Saham adalah benda bergerak
dan karena Hu dapal diperalibkarn,

Pasal 26 ayat 3 LIUPT, menyebut seluruh saham yang lelah dikeluarsan hars
disetor penuh paca saat persaroan mendapat pengasahan Menteri Kehakiman.
Fenyatoran initidak dapat dikompensasikan dengan fagihan dari pemegang saham
kEpada perseroan, kecuali tagihanietentu, sebagai diteniukan oleh penjelasan Pasal
28 ayat 2 ULIFT Tagihan yang dapal dikompensasi sabagai setoran saham adalah
Convelibla bonds yaitu abligasi yang dapat ditukar dengan seham

Saharm dapat dikeluarkan dalam mata uang Repubbk Indonasiz, dengan klausula:
Atas nama atau alas unjuk.

Saham tersebut harus dikeluarkan dengan nilai nominalipan dan saham atas
urjuk hanya dapat dikeluarkan bila nilai nominal saham atau nilai yang diperanjikan
dizetor panub, saham inijuga tidak mencantumkan nama pemegang atau pemillknya.

Selanjutriya pemindahan hak atas saham dapal dibedakan atas saham yane
diperdagangkan di pasar rmodal dengan tidak diperdagangkan di pasar modal,

Dalam wuraian ini penulis hanya akan membahas saham vang lida
digerdagangkan di pasar modal,

12 G ot hal @
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Femindahan saham atas nama (Ocp Nama)

. Pemindahan hak saham atas nama, dilakukan dengan akta pemindahan
hak, baik akta notaris mavpun akta d bawah iangan (barlzku ketantuan
Fasal 613 ayvat 1 B

b.  Halinan akia disampaiksn kepada PT,

., Direksi wajib meoncatat pemindahan hak atas sanam tarsabul dalam
daftar parmegang saham atau dalam dafiar khusus

Pemindahan saham atas Unjuk
Pernindahan hak saham atas unjuk., dilakukan dengan penyvarahan surat saham
secara lisik atau nyata. '

Dialarm uraian selanjutnya akan oi bahas tenang perlindungan ternadpa pemegang

sabarm. Perlindungan terhadap permegang sahzam das sital persercan dan siat perbuatan
vang dilakukan. Perlindungan ini dapat terjadi karena karakier dari PT sebagai badan
usaha dengan fanggung jawab leroatas. UUPT meneniukan bahwa pemegang szham
tidak berlanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat ataz nama perserocan,
dan tidak bertanggung jawab metebibi nilai saham yang telat dimiliki-ryya.

Bagir Manan berpendapat tidak tertutup kemungkinan pemagang saham bertlanggung

i.

jawal secara pribadi, apabila ;

Persyaratan persercan sebagai badan hukum balum atau tidak dipenuhi

Selama celurm barstatus sebagai badan hukum, FT sama kedudukannya dergan
Firma, dengan demikian sermua pemegang saham bertanggung jawab secara
pribad, terhadap apa vang dilzkakan atas nama 97,

Fernegang saham izngsung atau fidak langsung dengan ikbkad buruk rmemantaat
parsercan uniuk kepantingan pribadi

Pemegang saham teslibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan

Femegang szham langsung atau tidaklangsung secara melawan hiskum
mempergunakan kekayaan parseroan, sehingga kekavaan perseroan tidak
cukug urfuk melunas: Futang perserman. Disim perhuaian melawan hukem
dilzkukan pemegang saham. bukan persaraan,

Hardyan Bash, g o, kal 0
Bayr Mana o o, Fal. 11
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Selanputnya sebaga: konsekwensi dari sifat perseroan tarbatas. Pasal 7 LUUPT mengatur
larangan permagang saham tunggal

. Untuk mencerminkan adanya unsur perianjian delam pendirian perseroan

k. Pemegang saham wunggal tidak mencerminkan persercan sebaga: badan usaha
yang modainya terdiri cari saham-saham, disampingg penyeludupan targgung
jawab pribadi dengan memakai beniuk PT,

E. Mewujudkar dasar kekeluargaan dalam PT. Pelanggaran atas ketentuan
tersebut menyababkan pemegang saham wnggal bernanggung jawab secara
pribadi, Hal ini dimaksudkan juga uniuk melindungi pihak ketiga seperti kriditur,

I¥. PEMBUBARAN PERSEROCAN TERBATAS

Prof. Manam Darus berpendapat yang dimaksud dengan pembubaran atau
likuidasi 2dalah "Penghentian keglatan BT sedagal akibat berakhimya fujuan perseroan”.
Fembubaran menurut belizu tidak identis dengan berakhirnya oksislensi persercan.
Sebagai subjek hukum perseroan mempunyai aktiva dan passiva,

Dengan demikizr setalah pembubaran exsistens: perseroan masin telap ada,
dengan calatzn posisiznya dalam stadium likuidas:, Hak vang dimilikinya barus
direalisasi dan kewajibannya harus dilaksanakan.

Lengan kandisi yang demikian, PT terzebut tidak lagi dapat melakukan
akllitasrya sepert biasz, akan tetapi berugas khusus untux melakukan pemberesan
hak dan kewajiban. selama diperlukan.

Undang-undang Persernan Terbatas, paszal 114 mengatur tentang pembubaran BT, yang
dapat disebabkan oleh -

1. Heputusar BUPS

2. Jangka wakty yvang ditetapkan anggaran dasar telah berakhic dan tidak
drperpaniang lage.

+ Svam Dares Badnodzamans - Andea obom bsns Slannn Barcung 1954, bal 12y
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3. Fenetapan pengadilan

Dengan bubarnya persercan, maka perseraan fersebul tdak dapat lagi melakukan
perbuatan hukum bertuzungan dengan aktivitas yang biasa ditakukan. Pembunaran
Sarseroan Termalas berdasarkan ketetetapan RUPS menurut Pasal 115 syat 4, dikuti
dengan fkuidasi dan pemberesan, demikizn juga halrya bila pemoubaran fiu disebalian
nerakhirnya jangka wakiu perserozn dan lidak diperpanjang lagl.

Tindakan pemberesan diatur di dalam Pasal 112 ayat 2 UUPT
Pencatatan dan pengumplilan Kekayaan parseroan

Penentuan tats cara pembagian kekayaan

Pombayaran kepada kriditur

Bo g M

Fembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham

Salain ke empal hal tersebut, ndakan lain yang harus dilakukan adalzh :

a Meneantumkan kata-kata "Dalam Likuidas? dibelakang nama PT pada sural
kiluar

b, temberi tehukan kepada semua kriditur dengan surat 18ntang bubarmya
PErseroan

C. Mempertanggung jawabkan kepada BUPS

d. Mendaflarkan pada dallar perusahasn dan mengumumkan dalam Berda Negara,
tentang Gubarmyz parseroan dan hasil proses likuidas, ™

Siapa yang dapat manjadi likuidator 7 Pasal 122 ayat 2 UUFT mengalur. Tralam
hal tidak ditunjuk likuidater, maks kelua pengadilan neger dapal mengangkat likuidalor
haru dan memterhentikan likuidator lama, (Pazal 123 UUPT).

Kewajinan-kewajiban yang harus dilakukan likuidalor adalah |
1. Dalam wakiu paling lama 30 hari likuidator wajib uniuk

A Mandaftarkan bubamya persercan dalam Daltar Perusahaan dengan
menyebutkan nama dan alamat Likuidator

—

W Hardyan Fueh apein bl 134
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k. Mengurmumkan dalam Berita Negara, dengan menyabutkan nama dan
alzmal likuidatar

c: Mengumumbkan dalam dua surat kabar harian, dengan menyebutkan
nama dan alamat ikueidator

d. hemberi tahukan kepada manten kehakiman

2. Wajih memberi tehukan kepada semua knditur dengan sural tercatat tentang
bubamya perseroan, vang isinve mamual ;

A Mama dan alamat likuidator
b. Tata cara pengajuan laghan

. Jangka waktu pengajuan lagihan, tidak baleh lebih dari 120 hari sejak
pembar lahuan.

Kridituryang mengauxan laginan sesum dengan syarat yang ditentukan namun ddalak,
atau terlambat dari wakiu vang ditentukan dapal mengajukan gugatan ke Pengadilan
Meger.

Dalam uraian salanjuinya, penulis mencaba mambahas likidasi vang beberapa
waktuyang lal dialami aleh lembaga Perbankan MNasional. Qi Indonesia likpidasi pada
Bank Masional terjadi perlama kali tepainya pada tanggal 1 Movember 1997, yang
diumumkan oleh Menlen Keuangan Republik Indonesia Likuidas) vang dilakukan
terhadap bank tersebut dikuti dengan pencabiitan iin usaha. i samping itu juga ada
bank yang dibckukan, sampal keadaannya pulih ia barada dalam panoawazsan
pemerintan (GFPPR)

i dalam Undang-Undang Perbankan, atazan dilikuidasi sustu bank acalah
berkailan dengan kepentingan umum. Liksdasi i merupakan sanksi administratild
Publix terhadag bank sebagai akibat palanggaran yang telah dilakickan. Pelanggaran
terselut sudah sangat membahayakan terhadap kelangaungan usaha dan lembaga
perasnkan,

Paszal 37 ayvat 3. UL no. 7 no. 1982, Apabila menuns peniaian Bank Indonesia, keadaan
suatu bank membahayakan zistim perbankan, atau tindakan menwnul ayal 2 belum
cukup untuk menpaiasi kesulitan yang dihadap, maka Bank Indanesia dapat
mengusLikan kepada kevanoan untuk mencabut ijin usaha bank lersebud. Sstanjudnya
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berdasarkan usul Bank Indonesia sebagai cdisebut ayat 3 Menteri mencabutijin usaha
bank yang bersangkutan, dan mamerintahkan direksi uruk melikuidas: bank ersebut,
{Pasal 37 ayar 4), Jadi likuidasi dilakukan adalah unuk kepantingan umum, masyarakst
dan negara.

Pancabidan jin usaha oleh pemerintah cg Menter Keuangan, bukanlah perouatan
hurkum. berdinl sendin, tapi marupakan lirdakan final darni serangkaian perbuztan
hiskum,

Selanjutnya proses yang dilakukan adalah sebagai berkut ©

Fase Pertama

Bila bank mengalami kesulitan vang membahayakan kelangsunan usahanya,
Bank indonesia membern tahukan kepada Menlen. Dalam tahapan inl Bank Indznasia
dapal mengambil upays penyalamatan bank yang bersangkutan (pasal 37 ayat 1 dan 2
LI Parbankan).

Foze kedus

Bila menurut peniean Bank Indonesia upaya penyelamatan itu belum cukup
rniuk mengatas: kesultan, maka Bank Indenasia mengusulkan kepada menten unlik
mencabut ijin usaha bank dan melikuidasi bank terseout.

Dilndonesia. fasa kedua dilakukan dalam melikuidzast 16 bank swasta nasicnal,
vary diumurmkan Menteni Keuangan Marie Muharnad. Setelah pengumumkan tersebis
bank yang likuidasi. tidak dijinkan lagi melakukan aktifitasnya kecuali melakukan
pemberesan terhadap hak dan kewajiban vang masih tersisa. Sedangkan kewajiban
terhadap nasatah dilakukan olsh pemeanntah, vang datam hal ini didelegasikan kepada
tank-bank milik pemeriniah.

V. KESIMPULAM

i Dandirian Perseroan Terbatas haras dilakukan dalam beptuk tertulis, dalam
hahasa Indonesia, dibuat dihadapan pejabal vang berwanang dalam hal ini

Feram Darue Bakul Faman, oo el hal i



JURMAL IR “YUSTrEIa- FAH HUELUMW UMAND

th

adalah nolaris, aktanya disebut akta notars. Untuk mendzpathan pengesahan
dan memperolzh slatus sebagai badan hukum, para pendiri atau kussanya
mengajukan parmohenan sacara tertulis kepads Menter Kehakiman, dengan
melampirkan akta pendirian persarcan secara lengkap. Permabonzn digjukan
kepada Menteri Kehakiman melzlui direktoral Jenderal Perdata. untuk kemudizn
diproses.

Organ Perseroan terdir dari figa bentuk yaitu Rapat Umum Pemegang Sabam,
=aham direksi dan komisaris. Ketiganya harus ada dalam satiap perseroan,
baik lingkungan jabatannya, maupun pejabainya. Hubungan ketiga argan tersebut
dapal divedakan dalam hubungan crganis dan hubungan tungsional,

Tanggung jawab pemagang saham terbag: dua, yaitu langgung jawal: sebalum
berstatus sebagai badan hukum dan belum didzaftarkan pemegang saham
bertanggung jawab secara pribadi, lidak hanya sebatas saham yang disetor,
Sedangkan bila status badan hukum teiah diperaleh, pemegang saham
beranggung jawab sebesar saham yang disetor atau dimilfdnya.

Ferseroan Terbalas sebagai badan hukum yang mandin, mempunyai hak dan
kewajiban serta hana kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hara kekayazn
pribadi para pendiri atau pengurues. Modal dasar perseroan terdiri dari nominal
saham dalam perseroan. Undang-undang memben kemudahan kepada para
pendin untuk meryetorkan modalnya lidak banya dalam beniuk uang akan tetapi
juga dalarn bentuk lain yang dapat dindai dengan uang, bak benda beruju? maupun
benda tidak berujut (saham)

Fembubaran persaroan atau lkuidasi, dapat terjadi karena keputusan RUPS.
atau jangka waklu yang ditetapkan dalam anggaran dasar 1elah berakhir dan
tidak diperpanjang fagy, alau karena penetapan pengadilan. Likuidasi
mengakibatkan barhentinya kegiatan persercan akan tetapi tidak menghilangkan
kewajiban maupun haknya, Hak yang dinilikinya harus direalisasi dan
kowajibanmya hares dilaksanakna, Dalam hal tidak didunjuk likuicatar, maka
direksi bertindak sebagai likuidator, bertindzk melakukan pemberesan terhadap
hak dan kewajiban persercan,
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